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1. Lembaga Pemasyarakatan
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan instansi dari sub sitem peradilan pidana yang mempunyai fungsi yang sangat strategis sebagai pelaksana program pembinaan bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai mana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang No. 22 Tahu 2022 tentang Pemasyarakatan” Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Fungsi Lapas ini sesungguhnya sangat berbeda jauh lebih baik dibandingkan dengan sistem pemenjaraan pada zaman dahulu.
Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal  1 ayat (3) yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan (Situmorang 2019). 
Sistem Pemasyarakatan di latar belakangi dari  filosofi reintegrasi sosial yang pada mula nya sangat menyarankan pengembalian narapida ke masyarakat (Sanusi 2019). Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di mata masyarakat dipandang berfungsi sebagai tempat membatasi ruang gerak orang yang dijatuhi hukuman pidana penjara. Pembaharuan sistem pidana penjara secara lebih manusiawi dengan tidak melakukan perampasan hak-hak serta kemerdekaan warga binaan pemasyarakatan, melainkan hanya pembatasan kemerdekaan yang wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang ada di masyarakat juga merupakan dasar pertimbangan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dan bertanggung jawab di masyarakat (Situmorang 2019).
Pemasyarakatan merupakan kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi narapidana yang tersesat dan memberi bekal hidup kepada narapidana setelah kembali dalam masyarakat. Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana dengan keputusan hakim untuk menjalani pidananya ditempatkan di LP oleh karena itu istilah penjara diubah menjadi lembaga pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses atau rangkaian pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana yang didasarkan atas asas Pancasila dengan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu, dan anggota masyarakat.
Menurut CI Harsono, pemasyarakatan memiliki 3 tujuan yaitu:
1. Mendidik narapidana yang mendapatkan hukuman untuk tidak lagi melakukan tindak pidana dan kembali ke masyarakat;
2. Menjadi manusia yang berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara;
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan YME dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Narapidana
Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan bukanlah sebuah istilah yang asing bagi setiap orang melainkan Narapidana adalah istilah yang sudah sangat jamak digunakan untuk disematkan pada mereka yang sedang menjalani masa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, terkait dengan keterlibatannya dalam suatu tindakan yang melanggar peraturan atau perundang-undangan yang berlaku (Haryono 2018). 
Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana sehingga harus diberantas atau dimusnahkan. Sementara itu, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana.
Narapidana secara umum seseorang yang melakukan tindak pidana akan di proses dan di adili sesuai Pasal yang ada di kitab undang-undang acara pidana. Proses itu di dilakukan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrach). Setelah semua proses itu selesai maka seseorang yang di putus hukumannya oleh hakim tersebut di tempatkan di suatu Lembaga Pemasyarakatan yang di sebut sebagai Narapidana. Oleh karena itu, pemberian dan penjatuhan sanksi dari hakim dapat di sebut Narapidana (Elisabert Maria Novena Nainggolan and Ukas 2019).
Hidup sebagai Narapidana pada Lembaga Pemasayarakatan bukan menjadi suatu hal yang membanggakan. Narapidana di batasi ruang gerak nya serta juga mendapatkan goncangan goncangan psikologis, seperti kebebasan yang di batasi dalam suatu ruang lingkungan yang sempit (Ula 2014).
Di dalam Lembaga Pemasyarakatan selain mendapatkan hukum berupa kebabasan Narapidana diberikan pendidikan dan pembinaan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan dari pembinaan itu adalah supaya Narapidana itu menyadari kesalahannya serta bisa memperbaiki sikap tingkah dan prilaku sehingga bisa kembali berbaur kedalam masayarakat. Terdapat hak dan kewajiban Narapidana selama menjalanai proses hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Kewajiban yang harus Narapidana itu jalankan menurut (Pasal 3 Permenkumham No 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan) Setiap Narapidana atau Tahanan wajib (Setyadi 2018):
a. Taat dan menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya, serta memelihara kerukunan beragama
b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan
c. Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas
d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan
e. Memelihara kerapihandan berpkaian sesuai dengan norma kesopanan
f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian, sertamengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian
g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Hak-hak Narapidana di jelaskan pada Pasal 9  poin a sampa dengan l Undang-Undang No 22 Tahun 2022 1995 diantaranya:
a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; 
e. mendapatkan layanan informasi;
f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan
h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang
membahayakan fisik dan mental; 
j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.
Selain dalam Pasal 7 , hak narapidana juga dimuat dalam pasal 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 :
(1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:
a. remisi;
b. asimilasi;
c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
d. cuti bersyarat;
e. cuti menjelang bebas;
f. pembebasan bersyarat; dan
g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. berkelakuan baik;
b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
c. telah menunjukkan penurllnan tingkat risiko.
(3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

3. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang Overstaying
Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia telah terjadi kepadatan dimana jumlah penghuni lebih banyak ketibang jumlah kapasitas yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Kepadatan Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan terjadi karena ada beberapa faktor penyebab. 
Namun demikian seiring berjalannya waktu timbul banyak masalah yang mengakibatkan kurang optimalnya program pembinaan yang ada di dalam Lapas. Permasalahan yang paling mendasar adalah adanya kelebihan hunian atau Over Kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan yang ada hampir di seluruh Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RIYasona H Laoly, hal senada juga dikemukakan oleh Dirjen Pemasyarakatan yaitu Sri Puguh Budi Utami.
Berdasarkan penjelasan Yasona, menyebutkan bahwa tahun 2019 terdapat 150.548 orang Narapidana yang menhuni Lapas di seluruh Indonesia, sementara kapasitas lapas di seluruh indonesia hanya ada sekitar 120.000 . Jumlah tersebut terlihat bahwa jumlah penghuni Lapas di Indonesia sudah melebihi kapasitas yang sudah ditentukan.
Satu kamar yang seharusnya dapat dihuni 3-4 orang namun karena keadaan terdesak terpaksa satu kamar dipaksa menampung 6-8 orang sekaligus, hal ini sangat memprihatinkan jika dilihat melalui beberapa aspek. Jumlah yang berlebihan tersebut tentu saja memberikan dampak negatif bagi sitem Pembinaan yang ada di suatu Lapas.
Akhir-akhir ini sering kali terjadi kerusuhan pada beberapa Lembaga Pmasyarakatan di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari jumlah Narapidana yang sangat berlebihan yang dapat memicu pengulangan tindak Pidana yang diakibatkan oleh terhambatnya program pembinaan yang ada didalam Lapas baik itu tindak pidana penganiayaan, pembunuhan, perdagangan manusia hingga penggunaan Narkotika.
Dari data diatas jelas bukan lagi menjadi masalah yang biasa-biasa saja melainkan masalah over kapasitas Lapas tersebut harus menjadi pembahasan yang sangat serius. Proses pembinaan yang muaranya adalah sebagai tujuan pemidanaan yang antara lain untuk mereintegrasikan para narapidana tersebut dapat kembali ketengah kehidupan bermasyarakat, serta dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat seperti masyarakat pada umumnya.
Berkaitan degan hal tersebut maka beberapa aspek yang berkaitan dengan over kapasitas meliputi faktor penyebab, implikasi negatif, serta solusi dalam upaya optimalisasi pembinaan Narapidana yang menjadi penting untuk diperbincangkan sebagai mana tersaji dalam tulisan ini.

4. Faktor-Faktor Penyebab Overstaying
faktor utama penyebab terjadinya over kapasitas adalah adanya tidak keseimbangan perbandingan antara warga binaan yang masuk (bertambah) dengan warga binaan yang keluar (berkurang), walaupun rata-rata setiap hari pula terdapat kurangan warga binaan dalam hal ini bebasan murni, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Pindahan dari lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara lain juga mempengaruhi terjadinya over kapasitas. Selain itu, rendahnya jumlah pemberian program Pembebasan Bersyarat bagi narapidana yang sudah memenuhi syarat juga menjadi salah satu penyebab makin membengkaknya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia.
Berbagai negara condong mempunyai masalah terutama di lembag koreksional yaitu pembinaan narapidana. Masalah yang biasanya terjadi pada lembaga koreksional adalah over kapasitas atau overcrowding narapidana. Di indonesia overkapasitas di lapas atau rutan terjadi hampir di seluruh indonesia. Hal ini merupakan masalah besar bagi negara. Besarnya jumlah narapidana di lapas atau rutan akan membahayakan keamanan masyarakat. Dampak nya yaitu meningkatnya kerusuhan, kekacauan, pelarian dan pelayanan buruk terhadap narapidana.
Penumpukan atau over kapasitas bertambah dikarenakan untuk pidana khusus yang hukuman nya diatas lima tahun penjara tidak mendapatkan pembebasan bersyarat, sehingga untuk narapidana khusus yang dipidana diatas tahun 2012 itu mereka terkena PP 99 Tahun 2012. Untuk dampak PP 99 Tahun 2012 ini sangat membahayakan dimana narapidana yang tidak terima dengan PP 99 ini melakukan pemberontakan seperti UPT di Medan mengalami kerusuhan. Belum ada setahun PP 99 ini sudah mempunyai dampak yang membahayakan, PP 99 ini akan terasa pada tahun-tahun mendatang yang jumlah pidana khusus meningkat seperti narkoba maka lapas atau rutan akan mengalami over kapasitas. 
Pada tahun 2022, pemasyrakatan mendapat angin segar dengan terbitnya Permenkumham No. 7 tahun 2022 telah resmi menggantikan penerapan PP 99 Tahun 2012 tersebut setelah hakim Mahkamah Agung mengabulkan Hak Uji Materiil (HUM) pada 29 Oktober 2021 yang lalu, dalam kutipannya hakim memutuskan bahwa sejatinya hak mendapatkan remisi harus diberikan tanpa terkecuali. Artinya, berlaku sama bagi semua warga binaan untuk mendapat haknya secara sama, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan.

5. Cara Menanggulangi Overstaying
Maka sangat diperlukannya upaya-upaya untuk mengurangi jumlah warga binaan yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan seperti memberikan pembebasan bersyarat bagi Narapidana yang sudah memenuhi syarat, pemberian Cuti Menjelang Bebas dan pemberian Asimilasi yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Untuk mengatasi masalah kelebihan jumlah penghuni dan mewujudkan pembinaan yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang berasaskan Pancasila, pemerintah mengeluarkan peraturan sebagai dasar untuk hal tersebut, yaitu berdasarkan Permenkumham No. 7 Tahun 2022 tentang syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat,Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat  8 Peraturan Menteri tersebut, yang dimaksud dengan Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan bagi narapidana yang telah menjaladi pidana sekurang - kurangnya 2/3 dari masa pidananya dan masa pidananya tersebut tidak kurang dari 9 bulan.
Keputusan tersebut memberikan kesempatan kepada semua warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat melalui prosedur yang telah disyaratkan oleh negara. Sistem pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat Permenkumham No. 7 Tahun 2022 tentang syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat,Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.
6. Reintegrasi Sosial sebagai solusi penanggulangan overkapasitas lapas
Penempatan narapidana selain berada di Lembaga pemasyarakatan (Lapas) juga terdapat di Rumah Tahanan Negara (Rutan). Sebab di Indonesia jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan masih terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang setiap hari terus saja meningkat. Sehingga dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan tidak hanya sebagai tempat merawat tahanan namun juga sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Hal ini merupakan hal serius dan harus mendapatkan perhatian lebih karena bagaimanapun juga para narapidana di Lapas saat ini jumlahnya terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah warga binaan yang ada di Lapas.
Reintegrasi sosial merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka mengembalikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada lingkungan masyarakat setelah dinyatakan bersalah ataupun melakukan pelanggaran norma-norma dan nilai-nilai yang ada ditengah masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 10 terkait hak-hak narapidana turut menyinggung bahwasannya reintegrasi sosial merupakan salah satu hak yang harusnya didapat oleh narapidana.
Diberikannya reintegrasi sosial ini bertujuan sebagai kesempatan kedua bagi narapidana agar dapat kembali menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat yang memiliki nilai dan norma serta sebagai sarana yang digunakan untuk memulihkan kembali kesatuan kehidupan, penghidupan antara narapidana dengan anggota masyarakat melalui program reintegrasi sosial diantaranya yakni Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan yang terakhir Asimilasi. Dalam penelitian ini, seperti yang telah peneliti sebutkan sebelumnya fokus utama penelitian yakni Program Reintegrasi Sosial dalam bentuk Pembebasan Bersyarat.
Saat narapidana menjalani proses reintegrasi berupa Pembebasan Bersyarat, maka tanggungjawab pembimbingan terhadap narapidana tersebut akan dialihkan kepada pihak BAPAS (Balai Pemasyarakatan). BAPAS ditunjuk sebagai pembimbing pemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan lembaga yang berlaku yakni Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan tujuannya adalah membimbing klien pemasyarakatan untuk sadar dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana lagi.
Adapun beberapa ketentuan dalam proses pengusulan pemberian program reintegrasi sosial dalam hal ini Pembebasan Bersyarat bagi narapidana yang tertuang dalam  Pasal 84 Pemenkumham 7 Tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat. Pembebasan Bersyarat akan diberikan kepada narapidana pada saat narapidana telah memenuhi syarat antara lain:
a. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan;
b. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
c. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

7. Dampak dari Program Pembebasan Bersyarat
Pembebasan bersyarat dapat di artikan sebagai suatu metode pembebasan narapidana dari lapas atau rutan sebelum masa hukumannya berakhir, pembebasan bersyarat termasuk dalam bentuk Community Based Correction (CBC). CBC adalah sebuah program atau konsep alternatif pemidanaan atau pengganti pidana penjara, konsep ini ditepkan terutama kepada pelanggar hukum dalam kategori ringan dengan pengganti hukuman dengan cara kerja sosial atau bentuk mengintegrasikan kepada masyarakat. Pelaksanaan CBC yang ada dalam sistem pemasyarakatan yaitu salah satunya berupa pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana, sesuai dengan arti dari Community Based Correction merupakan pembinaan yang berbasis ke masyarakat sama dengan pelaksanaan program pembinaan dengan mengintegrasikan narapidana dalam sistem pemasyarakatan.
Menurut Pasal 84 (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, salah satu nya hak dari Narapidana tersebut adalah Pembebasan Bersyarat. Seoarang Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat jika telah menjalani 2/3 dari hukuman tersebut dan telah menjalani minimal 9 bulan masa tahanan.
Syarat-syarat yang harus di lakukan oleh Narapidana tersebut untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat Sebagaimana di sebutkan di dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2022: 
a. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan;
b. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
c. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.
Pada proses pemberian pembebasan ini juga hanya berlaku bagi Narapidana yang tidak pernah residivise maksudnya adalah bahwa Narapidana tersebut hanya melakukan sekali saja melakukan tindak pidana dan diadili oleh pengadilan, tidak terjadi perlulangan keluar dan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakan setelah Narapidana tersebut mendapatkan pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan, masih ada kegiatan yang harus di lakukan Narapidana tersebut seperti wajib melapor ke balai pemasyarakatan serta apabila terjadi suatu tindak pidana kemudian hari, maka narapida tersebut akan di masukkan kembali ke lembaga pemasyarakatan dan pembebasan bersyaratnya akan dibatalkan. 
Pembebasan bersyarat merupakan salah satu bentuk pembinaan kepada narapidana yang telah menjalani dua per tiga dari masa pembinaan. Kepada narapidana yang telah menjalani dua pertiga dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan dari masa pidana telah dijalankan. Adapun maksud dan tujuan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana, yaitu:
1. Maksud dari pembebasan bersyarat adalah sebagai salah satu upaya untuk:
a. Memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat
b. Memperoleh dan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam menyelenggarakan pemasyarakatan.
2. Tujuan pembebasan bersyarat adalah :
a. Membangkitkan motivasi atau mendorong pada diri narapidana kearah pencapaian tujuan pemasyarakatan.
b. Memberikan kesempatan pada narapidana untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri sendiri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
c. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam menyelenggarakan pemasyarakatan.
Tujuan diadakannya pembebasan bersyarat bagi narapidana semata-mata untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada terpidana selama ia melaksanakan hukumannya dan berkelakuan baik serta telah melakukan masa hukuman pidannaya sebanyak dua pertiga dari masa hukuman yang diberikan hakim kepadanya. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pembinaan narapidana ada 2 (dua) faktor, yaitu (1) Faktor Intern, yang terdiri dari pengadaan dana, sulitnya mencari penjamin, kesiapan bagi petugas pembina, narapidana masih melakukan pelanggaran tata tertib, dan pelaksanaan program yang belum selesai. (2) Faktor Ekternal, yang terdiri dari pengajuan pembebasan bersyarat yang cukup rumit dan panjang, faktor keluarga yang selalu menutupi keburukan anggota keluarganya, faktor lingkungan rasa ketidaksiapan.
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